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ABSTRAK

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri
dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai dan
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
mikro. Sebagian besar UMKM sektor mikro di Indonesia belum
terjangkau oleh pembiayaan dari bank sehingga UMKM sektor mikro
di Kota Bandar Lampung menggunakan fintech peer to peer lending
sebagai alternatif untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan,
rumusan masalah yaitu apakah literasi keuangan, risiko bisnis, dan
perlindungan konsumen berpengaruh secara parsial dan simultan
terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech peer to peer lending
pada pelaku UMKM sektor mikro Penelitian menggunakan
pendekatan kuantitatif, populasi penelitian UMKM sektor mikro di
Bandar Lampung yang pernah atau sedang melakukan pembiayaan
melalui fintech peer to peer lending. Pengambilan sampel dilakukan
dengan purposive random sampling dan diperoleh 40 responden, data
dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh melalui penyebaran
kuisioner melalui google form. Data diolah dengan menggunakan
software SPSS 21, Hasil dalam penelitian ini adalah variabel litarasi
keuangan memiliki nilai signifikasi thiung Sebesar 0,014>0,05 dan
nilai thiung<twner S€besar 2,588<2,021. Kesimpulan Literasi Keuangan
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembiayaan melalui fintech peer to peer lending pada pelaku UMKM
Sektor mikro Risiko bisnis secara parsial tidak berpengaruh signifikan
terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech peer to peer lending
pada pelaku UMKM sektor mikro. Perlindungan konsumen secara
parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembiayaan melalui fintech peer to peer lending pada pelaku UMKM
sektor mikro. Literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan
konsumen diuji secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech peer to
peer lending pada pelaku UMKM sektor mikro. Menurut prinsip
syariah fintech peer to peer lending tidak sesuai dengan prinsip
syariah karena dalam pengembalian pembiayaan terdapat tambahan
(riba).

Kata kunci: Literasi Keuangan, Risiko Bisnis, Perlindungan
Konsumen, Fintech, Peer To Peer Lending
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam
mengartikan judul diatas terlebih dahulu penulis akan
menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian
tersebut

1. Pengaruh
Pengaruh adalah kekuatan atau daya yang ada atau timbul
dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak,
kepercayaan, atau perbuatan seseorang’
2. Literasi Keuangan
Literasi Keuangan adalah kumpulan pengetahuan
keuangan beserta implementasinya melalui bentuk keputusan
keuangan dalam kehidupan sehari-hari.?
3. Risiko
Risiko adalah segala kemungkinan atau akibat (bahaya,
hambatan) yang akan dijumpai atau terjadi.?
4. Bisnis
Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk
memperoleh pendapatan, keuntungan atau penghasilan dalam
rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya.*

!Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa (Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), H. 58.

*Yudha Winter Pratama, Candra Wijayangka, “Pengaruh Literasi
Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada Umkm,” Jurnal Manajemen
Dan Bisnis, Vol, 3 No, 2 (Agustus 2019)

®pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)

*Akhmad Nur Zaroni, “Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah
Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi)”, Mazahib, Vol, IV No, 2
(Desember 2007), 176



5. Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas
hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam
hubungan dan masalahnya dengan penyedia barang atau jasa.’
6. Keputusan
Keputusan adalah hasil terbaik dalam memilih satu
diantara dua atau beberapa alternatif yang dihadapi.
7. Pembiayaan
Pembiayaan adalah pemberian fasilitas, pemberian dana
untuk memenuhi kebutuhan pihak yang memerlukan
pembiayaan.’
8. Fintech
Fintech adalah inovasi di bidang jasa keuangan dengan
sentuhan teknologi modern.® Fintech memberikan kemudahan
terutama kepada masyarakat yang sulit mengakses perbankan.
9. Peer to peer lending
Peer to peer lending adalah sebuah platform teknologi
yang mempertemukan secara digital antara Peminjam yang
membutuhkan modal usaha dengan Pemberi Pinjaman.®

Berdasarkan penjelasan diatas, yang dapat dipahami pada judul ini
adalah “PENGARUH LITERASI KEUANGAN, RISIKO BISNIS
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
KEPUTUSAN PEMBIAYAAN MELALUI FINTECH PEER TO
PEER LENDING PADA PELAKU UMKM (Studi Pada UMKM
Sektor Mikro di Kota Bandar Lampung”

B. Latar Belakang Masalah

®Ni Putu Puspa Chandra Sari, Dr | Nyoman Suyatna, “Perlindungan
Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online”,
Bagian Bisnis Hukum, 7

®Raihan, “Pengambilan Keputusan Dalam  Kepemimpinan
Manajemen Dakwah”, Jurnal Al-Bayan, Vol, 22 No, 32 (Juli-Desember
2016) , 67

"Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik
(Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

8kabar Otoritas, Fintech Picu Daya Saing, (Jakarta : Otoritas Jasa
Keuangan, 2017)

Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer To Peer
Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia
Hukum, Vol, 3 No, 2 (2 Maret 2019), 190



Kemajuan teknologi didorong oleh revolusi internet membuat
industri jasa keuangan menjadi berbasis internet. Perubahan
layanan terjadi pada seluruh layanan seperti perbankan, Asuransi,
dan saham.’® Asosiasi Financial Technology (AFTECH) di
Indonesia melaporkan masih ada 49 juta Usaha Kecil dan
Menengah yang belum mendapatkan pembiayaan dari bank.
Umumnya karena pinjaman modal usaha menyertakan syarat
adanya agunan. Peer to Peer Lending dapat membantu Usaha
Kecil dan Menengah atau Peminjam yang membutuhkan dana
dengan menyediakan pinjaman tanpa agunan.'’ OJK sebagai
lembaga yang berwenang mengawasi industri jasa keuangan di
Indonesia menetapkan peraturan profil penyelenggara maupun
pengguna yaitu POJK nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 28
Desember 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis  Teknologi Informasi dan  POJK  nomor
13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor
Jasa Keuangan.

oRumondang A. Acai, Et. Al. Fintech:Inovasi Sistem Keuangan Era
Digital (Jakarta: Yayasan Kita Menulis), 2

“Heryucha Romanna Tampubolon, “Seluk-Beluk Peer To Peer
Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia”, Jurnal Bina Mulia
Hukum, Vol, 3 No, 2 (2 Maret 2019), 191



Tabel 1.1

1 Penyeleng | 64 88 106 119 127
gara
terdaftar

2 Pemberi 123.633 | 207.507 | 272.548 | 498.82 | 558.
pinjaman 4 766

3 Penerima | 1.090.3 | 4.359.44 | 6.961.99 | 9.743. | 14.3
pinjaman | 06 8 3 679 59.9

18

4 Pinjaman | 7.6 22,7 33,2 448 60,4
tersalurka
n

Perkembangan Industri Fintech (Peer To Peer Lending)™

Perkembangan teknologi digital harus diikuti dengan
program perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011. OJK berperan dalam melakukan
edukasi dan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat.
Fintech memiliki potensi risiko yaitu keamanan data konsumen
dan risiko transaksi.*® Perusahaan fintech P2P lending illegal
seringkali melakukan penagihan disertai intimidasi sehingga
melanggar hak privasi dari nasabah selaku konsumen, jika
hutang telah jatuh tempo perusahaan melakukan penagihan
dengan mengancam akan menyebarkan data pribadi konsumen
di media sosial dan melakukan intimidasi."* Pada November
2018 LBH Jakarta membuka laporan pengaduan dari

12 Https://Www.Ojk.Go.Id. Diakses Pada 6 Mei 2020, Pukul 9.35
Wib

BKornelius Benuf, “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data
Konsumen Financial Technology dii Indonesia”, Jurnal IImu Hukum, Vol 3
No, 2 (2 April 2019), 146

“Haris Prabowo, “Cerita Orang Pinjam Uang Yang Diteror
Perusahaan Fintech” (On-Line), Tersedia Di: Https://Tirto.ld/Cerita-Orang-
Pinjam-Uang-Yang-Diteror-Perusahaan-Fintech-C9cu (12 Februari 2020)


https://www.ojk.go.id/
https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU%20(12
https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU%20(12

masyarakat yang dirugikan, sebanyak 1.330 korban fintech peer
to peer lending dan terdapat 14 kasus pelanggaran hak asasi
manusia. Berdasarkan pengaduan yang diterima oleh LBH
Jakarta 25 dari 89 penyelenggara aplikasi pinjaman online yang
dilaporkan adalah penyelenggara yang terdaftar di OJK.™
Contoh kasus pelangaran HAM fintech peer to peer lending
seperti yang terjadi pada Dona adalah orang yang mengadu
kepada LBH Jakarta tentang tindakan teror perusahaan fintech
peer to peer lending Dona harus melepaskan pekerjaan yang
digeluti karena sang bos memecatnya, masalah Dona bergulir
karena perusahaan fintech peer to peer lending mengirimkan
pesan singkat kepada orang terdekat untuk menagih hutang
yang dimilikinya. Menurut catatan LBH Jakarta selain PHK
para korban juga diceraikan oleh suamil/istri mereka (karena
menagih kepada mertua), trauma ( karena pengancaman, kata-
kata kotor, dan pelecehan seksual).

Tingkat literasi keuangan di Indonesia masih relatif rendah.
Jika tingkat literasi keuangan baik maka potensi pertumbuhan
UMKM dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Persentase
masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang baik sebesar
38,03% berdasarkan data OJK tahun 2019. Menurut data OJK
tahun 2014 tingkat literasi keuangan di kalangan UMKM
sebesar 15,68. Permasalahan UMKM di indonesia yang paling
klasik adalah kurangnya modal, Hal ini sesuai dengan hasil
survei yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers, 74%
UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.'®

Raka Fauzan Hatamia. Elisatris, “Penegakan Hukum Terhadap
Perusahaan Financial Technology P2p Lending”, Acta Diurnal, Vol, 2 No, 2
(2 Juni 2019), 158

16«5 permasalahan Umkm Yang Sering Terjadi” (On-Line), Tersedia
Di:  Https://Www.Online-Pajak.Com/Permasalahan-Umkm (13  Februari
2020)


https://www.online-pajak.com/permasalahan-umkm%20(13
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Gambar 1.1

Indeks Literasi Keuangan Per Provinsi 2019*

Chen and WVolpe (1998) mengkategorikan literasi keuangan
personal menjadi tiga kelompok yaitu:*®

1. <60% berarti individu memiliki pengetahuan tentang
keuangan yang rendah.

2. 60%-79% berarti individu memiliki pengetahuan tentang
keuangan yang sedang.

3. >80% menunjukan bahwa individu memiliki pengetahuan
keuangan yang tinggi.

YHttps://Www.Ojk.Go.ld. Diakses Pada 25 April 2021, Pukul 20.53
WIB

18 Huriyatul Akmal, Yogi Eka Saputra, “Analisis Tingkat Literasi
Keuangan”. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam). Vol, 1 No, 2 (Juli-
Desember 2016), 240


https://www.ojk.go.id/

Berdasarkan hasil survey OJK tahun 2019 tentang literasi
keuangan dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan di
provinsi seluruh Indonesia belum merata, dimana empat dari lima
provinsi tertinggi berada di pulau Jawa sedangkan posisi terendah
di NTT. Tingkat literasi keuangan seseorang berpengaruh positif
dengan pengetahuan produk layanan keuangan, semakin tinggi
literasi keuangan masyarakat maka semakin tinggi penggunaan
layanan jasa perbankan. Masyarakat dapat mendapatkan dana
untuk mengembangkan usahanya melalui pembiayaan. Namun
untuk mendapatkan pembiayaan di bank banyak UMKM yang
memiliki kendala tidak adanya agunan sehingga banyak UMKM
yang mendapatkan pembiayaan dari bank.

Keputusan merupakan suatu konsep dalam perilaku dimana
konsumen memutuskan bertindak atau melakukan sesuatu atau
memanfaatkan produk atau jasa tertentu. Peneliti menggunakan
keputusan pembiayaan karena studi tentang keputusan pembiayaan
layak untuk diteliti karena banyak produk atau jasa yang beredar
sehingga konsumen perlu melakukan pertimbangan sebelum
membuat keputusa untuk menggunakan.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan
manusia baik dalam ibadah ataupun muamalah, utang-piutang
adalah salah satu kegiatan yang berbasis tolong menolong antara
sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila
memenuhi akad utang-piutang yang benar. Perjanjian utang-
piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang
mendesak disertai dengan niat dalam hati akan mengembalikan
hutang tersebut, pihak yang memberikan hutang memberikan
waktu untuk pelunasan hutangnya sehingga tidak ada yang
dirugikan.*®

YKhumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar
Lampung:Permatanet Publising,2016), 123



Utang piutang hukumnya sunnah, sehingga utang piutang dapat
disamakan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman
Allah:

do
S 155 Y5 ¢3a8013 1 Je 1555005
A ed

“Dan tolong-menolonglan kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat
dosa dan permusuhan”. (Q.S. Al-Maidah [5]:2)

Dari ayat tersebut manusia dianjurkan untuk saling tolong
menolong dalam hal kebaikan karena pada dasarnya manusia adalah
mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di
Indonesia mencapai 56,5 juta. Sedangkan menurut data Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) per Maret 2016, posisi kredit UMKM sebesar Rp
738 triliun atau hanya 18,45 persen dibandingkan total kredit
perbankan yang mencapai Rp 4.000 triliun. Artinya, dengan porsi
pekerja 99,9 persen, porsi kredit yang diterima UMKM hanya 18,45
persen.



i Kredit UMKM (Rp Triliun) = Kredit Korporasli (Rp triliun) ~—— Porsl Kredit UMKM (Persen)/Sumbu kanan
Perkembangan Kredit UMKM dan Kredit Korporasi

2500 215
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2500

2014 2015 Mar-16

Sumber : OJK

Gambar 1.2 Perkembangan Kredit UMKM Dan Kredit
Korporasi®

Diantara 56,5 juta UMKM, UMKM yang telah mendapatkan kredit
sekitar 15,6 juta unit atau hanya 27,6 persen. Artinya, sekitar 40 juta
UMKM, yang hampir semuanya tergolong usaha mikro, belum
mendapatkan dukungan permodalan dari bank.?

Berdasarkan uraian diatas penulis memandang kehadiran fintech
dan peer to peer lending sebagai media alternatif untuk mendapatkan
pinjaman bagi masyarakat terutama pelaku UMKM cukup efektif.
Namun fintech masih memiliki kekurangan yaitu saat hutang jatuh
tempo maka perusahaan fintech mengancam akan menyebarkan data
pribadi peminjam ke sosial media, Dengan demikian penulis tertarik
untuk meneliti tentang keputusan pembiayaan melalui fintech yang
berjudul: “Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis, dan
Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan
Melalui Fintech Peer to Peer Lending Pada Pelaku UMKM (Studi
UMKM Sektor Mikro di Kota Bandar Lampung)”

2%«Umkm dan Ketidakberdayaannya” (On-Line), Tersedia Di
Https://Money.Kompas.Com/Read/2016/06/09/084045026/Umkm.Dan.Ketid
akberdayglannya?PagezAll (20 Juni 2020)

Ibid


https://money.kompas.com/Read/2016/06/09/084045026/Umkm.Dan.Ketidakberdayaannya?Page=All
https://money.kompas.com/Read/2016/06/09/084045026/Umkm.Dan.Ketidakberdayaannya?Page=All
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C. ldentifikasi Dan Batasan Masalah

Banyak hal yang menyebabkan UMKM sektor mikro memilih

pembiayaan melalui fintech peer to peer lending berdasarkan
identifikasi masalah penulis memberikan batasan hanya meneliti
tiga faktor yaitu pengaruh literasi keuangan, risiko bisnis, dan
perlindugan konsumen. Cakupan wilayah hanya terbatas pada
UMKM sektor mikro di kota Bandar Lampung yang pernah atau
sedang melakukan pembiayaan melalui fintech peer to peer
lending.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan

masalah yang akan dibahas adalah:

1.

Apakah literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap
keputusan pembiayaan melalui fintech dengan pendekatan
peer to peer lending pada pelaku UMKM sektor mikro ?
Apakah risiko bisnis berpengaruh secara parsial terhadap
keputusan pembiayaan melalui fintech dengan pendekatan
peer to peer lending pada pelaku UMKM sektor mikro?
Apakah perlindungan konsumen berpengaruh secara parsial
terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech dengan
pendekatan peer to peer lending pada pelaku UMKM sektor
mikro ?

Apakah literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan
konsumen berpengaruh secara simultan terhadap keputusan
pembiayaan melalui fintech dengan pendekatan peer to peer
lending pada pelaku UMKM sektor mikro ?

Bagaimana konsep pembiayaan fintech peer to peer lending
dalam perspektif islam ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian

ini adalah

1.

Untuk mengetahui adakah pengaruh literasi keuangan secara
parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech
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dengan pendekatan peer to peer lending pada pelaku UMKM
sektor mikro

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh risiko bisnis secara
parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech
dengan pendekatan peer to peer lending pada pelaku UMKM
sektor mikro

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh perlindungan konsumen
secara parsial terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech
dengan pendekatan peer to peer lending pada pelaku UMKM
sektor mikro

4. Untuk mengetahui adakah pengaruh literasi keuangan, risiko
bisnis dan perlindungan konsumen secara simultan terhadap
keputusan pembiayaan melalui fintech dengan pendekatan
peer to peer lending pada pelaku UMKM sektor mikro

5. Untuk mengetahui konsep pembiayaan fintech peer to peer
lending dalam perspektif islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini
adalah sebagai berikut

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat
digunakan sebagai rujukan dan ditambah variabel yang
bersangkutan agar penelitian ini dapat berguna dan
bermanfaat.

2. Bagi penulis penelitian ini dilakukan untuk menambah
wawasan dan pengalaman

3. Bagi industri fintech dan peer to peer lending penelitian ini
diharapkan dapat memberikan sumbangan agar industri
fintech memberikan inovasi terbaru.



12

G.

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada beberapa penelitian

terdahulu yang dapat menjadi landasan atau referensi dalam penelitian
ini adalah

1. Jurnal oleh Badar Murifal, AMIK BSI Bekasi, 2018, dengan

judul “Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif
Sumber Pendanaan UMKM”. Metode penelitian yang
digunakan oleh penelitin kualitatif yang berlandaskan pada
paradigma interpretatif dan konstruktif, Peneliti menyimpulkan
bahwa dampak adanya fintech bagi perekonomian sangat
beragam, dengan adanya fintech semakin memudahkan aktifitas
masyarakat menjadi lebih efisien.?

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelian yang
dilakukan badar murifal yaitu sama-sama meneliti peer to peer
lending sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM. Sedangkan
perbedaan antara kedua penelitian terletak pada metode dan
variabel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif dan taknik analisis data menggunakan
metode regresi linier berganda, uji validitas dan reabilitas, uji t
dan uji f. Penelitian Badar Murifal menggunakan metode
induktif melalui reduksi data, penyajian datan menarik
kesimpulan.

2.Jurnal oleh Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita

Afriana yang berjudul ‘“Penegakan Hukum Terhadap
Perusahaan Financial Technology P2p Lending Dalam Kegiatan
Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan
Konsumen  Dikaitkan Dengan  Hukum  Perlindungan
Konsumen”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif. Peneliti menyatakan Faktor hukum, penegak hukum,
serta masyarakat adalah salah satu penghambat dalam

*’Badar Murifal, “Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai

Alternatif Sumber Pendanaan UMKM”. Vol, XVI No, 2 (September 2018),

203
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penegakan hukum dalam rangka melindungi kepentingan
konsumen terhadap tindakan penagihan pinjaman uang yang
dilakukan perusahaan fintech P2P lending, khususnya
perlindungan terhadap data pribadi yang diancam apabila
konsumen tidak membayar utang.?

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Raka
Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana adalah sama-
sama meneliti tentang perlindungan konsumen fintech peer to
peer lending. Sedangkan perbedaan antara keduanya terletak
pada metode yang digunakan pada penelitian penelitian Raka
Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana
menggunakan metode yuridis normatif sedangkan pada
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan
data menggunakan kuisioner.

3. Jurnal oleh Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini
yang berjudul “ Fintech Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan
Bagi Umkm”. Peneliti mengunakan metode adalah deskriptif-
analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti
menyatakan bahwa Perkembangan koperasi di Indonesia sangat
memperihatinkan. Terlihat jelas dengan tidak ada satupun
koperasi Indonesia yang masuk ke dalam global 300 list and
developing 300 project. Hal ini menjadi PR bagi kementerian
koperasi dan UMKM. Langkah yang seharusnya dilakukan agar
koperasi tidak terus dalam keterpurukan adalah dengan cara
menerapkan financial technology dalam sistem operasional
koperasi.?*

“Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana,
”Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2p
Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas
Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan
Konsumen”, Jurnal llmu Hukum Kenotarisan Unpad. Vol 19 No. 1 (Maret
2018)

#Muhamad Rizal, Erna Maulina Dan Nenden Kostini, “ Fintech
Sebagai Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm”. Jurnal Pemikiran Dan
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Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Muhamad
Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini yaitu sama-sama
meneliti fintech sebagai solusi bagi pembiayaan UMKM.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhamad Rizal,
Erna Maulina dan Nenden Kostini adalah penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis data
uji validitas dan reabilitas, uji regresi berganda, koefisien
determnasi, uji t dan uji f.

4. Jurnal oleh Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita yang berjudul
“Prospek Financial Technology (Fintech) Di Sumatera Utara
Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan Dan
Kemiskinan”. Peneliti mengunakan metode deskriptif yang
menggambarkan faktor yang telah ditentukan oleh penulis.
Hasil penelitian menyatakan Sumatera Utara, mengawali
program elektronifikasi dengan penerapan pembayaran gaji
pegawai negeri secara non tunai melalui Kartu Pegawai
Elektronik (KPE) di lingkungan Pemerintah Daerah. Hingga
Oktober 2016, program elektronifikasi telah berhasil
diimplementasikan di 134 instansi dari 217 instansi (62%)
dengan jumlah pegawai yang beralih ke instrumen non tunai
sebanyak 11.600 orang dari 20.700 orang pegawai (56%).
Program elektronifikasi juga telah dilaksanakan pada sektor
swasta, tidak saja mencakup pembayaran gaji karyawan namun
juga terkait aktivitas utama perusahaan lainnya. Kondisi literasi
keuangan Sumatera Utara menunjukkan peningkatan.Tercermin
dari jumlah pemegang uang elektronik (e-money) dan
instrumen non tunai lainnya di Sumatera Utara yang terus
meningkat. Jumlah pemegang uang elektronik (U-Nik) pada
periode laporan tercatat di Februari 2017 meningkat 2,2% (qtq)
menjadi 35.400 dari sebelumnya 34.400.%°

Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan. Vol 3 No. 2 (Agustus
2018)

®pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita, “Prospek Financial
Technology (Fintech) Di Sumatera Utara Dilihat Dari Sisi Literasi Keuangan,
Inklusi Keuangan Dan Kemiskinan,” Kajian Akuntansi, Vol, 19 No, 1 (2018)
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Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Pipit Buana Sari, Handriyani Dwilita yaitu
sama-sama menggunakan literasi keuangan sebagai variabel.
Sedangkan perbedaan antara keduanya penelitian ini dilakukan
di Bandar Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan Pipit
Buana Sari, Handriyani Dwilita dilakukan di Medan
menggunakan metode deskriptif.

5. Skripsi Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, 2019, Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara. Berjudul “Implementasi Fintech
Terhadap UMKM di Kota Medan Dengan Analisis SWOT”.
Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam melakukan
penelitian tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa
Financial technology atau Fintech telah berkembang sangat
pesat di Kota Medan khususnya. Kemajuan inovasi financial
technology pada perbankan menjadikan akses yang jauh lebih
mudah bagi para nasabahnya daripada akses UMKM. Inovasi
financial technology pada sektor perbankan juga menjadikan
perbankan memiliki konektivitas yang jauh lebih besar daripada
UMKM.?®

Penelitian ini  memiliki kesamaan dengan penelitian
Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe yaitu sama-sama
menggunakan UMKM sebagai objek penelitian. Sedangkan
perbedaan keduanya pada penelitian ini menggunakan analisis
regresi berganda, uji validitas dan reabilitas, sedangkan pada
penelitian Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe merupakan
penelitian kualitatif.

®Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, “Implementasi Fintech
Terhadap Umkm Di Kota Medan Dengan Analisis Swot” (Skripsi Universitas
Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 68
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Magasid Syariah
a. Pengertian Teori Magasid Syariah

Secara etimologi magasid syariah adalah gabungan
dari dua kata magasid dan al-syariah. Maqasid adalah
bentuk jamak dari magsad, gasd, magsid dan gasd
merupakan derivasi dari kata kerja gasada yaqsudu,
dengan beragam makna seperti menuju suatu arah,
tujuan. Syariah secara etimologi adalah al nusus al
mugaddasah (teks-teks suci) dari Al-Qur’an dan As-
Sunnah yang muttawir yang sama sekali belum dicampuri
oleh pemikiran manusia. Maqasid syariah adalah nilai
dan makna yang dijadikan tujuan hendak direalisasikan
olen pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuat
syariah dan hukum.?’

b. Tingkatan Magasid Syariah
1. Dharuriyat

Dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan
yang bersifat esensial (pokok) bagi kehidupan manusia.
Kebutuhan yang esensial (pokok) itu meliputi agama, jiwa,
akal, keturunan dan dan harta, apabila tidak terpelihara
dapat berakibat fatal dan menyebabkan kehancuran.
Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan yang paling
utama dibandingkan kebutuhan lainnya. Dalam pelayanan
serta fungsi-fungsinya fintech disesuaikan dengan tujuan

?"Moh, Toruquddin “Teori Magqasid Syariah Perspektif Al- Syatibi”.
Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol, 6 No, 1 (Juni 2014), 35
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dan landasan magasid syariah agar praktiknya tidak
menyimpang dari ajaran agama islam. Berikut uraian
fintech dilihat dari segi maqasid syariah:*®

1) Menjaga agama

Berkaitan dengan kadar keimanan seseorang
kepada sang pencipta yang diwujudkan dalam bentuk
ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, menunaikan
hutang, dalam hal ini fintech diciptakan dengan
maksud memudahkan dalam bertransaksi.

2) Menjaga jiwa

Islam melindungi seluruh umat manusia, maka
dalam rangka menjaga keselamatan jiwa manusia dari
pembunuhan tanpa alasan yang benar, Allah
mengharamkan manusia membunuh dengan alasan
yang tidak dibenarkan oleh islam. Jika terjadi sebuah
pembunuhan wajib atasnya ditegakkan gishas. Selain
larangan untuk menghilangkan nyawa orang lain,
islam juga melarang bunuh diri.

3) Menjaga pikiran

Sebagai alasan diwajibkannya menuntut ilmu
sepanjang hayat. Syariat islam melarang khamr
(minuman keras), narkotika dan obat terlarang yang
dapat merusak akal, hal ini bertujuan menjaga akal
manusia dari apa yang dapat mengganggu fungsinya.
Islam memandang akal manusia adalah anugerah dan
nikmat yang besar, dengan akal manusia lebih mulia
daripada mahluk Allah yang lain.

4) Menjaga keturunan

8Atigi Chollisni, Kiki Damayant,“ Analisis Maqashid Al-Syariah
Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada Perumahan Villa
Ilhami Tangerang”. Jurnal Islainomic, Vol, 7 No, 1 (April 2016), 50
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Alasan  diwajibkan ~ memperbaiki  kualitas
keturunan, membina sikap mental generasi penerus
agar terjalin persahabatan antar sesama umat manusia
dan diharamkannya zina serta perkawinan sedarah.
Allah SWT memandang zina sebagai suatu kekejian
dan jalan yang buruk.

5) Menjaga harta

Syariat islam memperbolehkan berbagai bentuk
muamalah untuk memperoleh harta yang halal. Untuk
menjaganya islam melarang umatnya memakan harta
manusia dengan cara yang batil seperti mencuri,
mengurangi timbangan.”

2. Hajiyat

Hajiyat tidak termasuk suatu yang pokok dalam
kehidupan melainkan kebutuhan  yang dapat
menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, jika hajiyat
tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan kehancuran dan
kemusnahan tapi akan membawa kesulitan dan
kesempitan.

3. Tahsiniyat

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang menunjang
peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat
dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajaran dan
kepatuhan. Apabila kebutuhan tingkat tahsiniyat tidak
terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kehancuran
namun manusia dipandang tidak layak menurut ukuran
akal dan fitrah manusia.*

2 Ibid
%0 I bid
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2. Manajemen Keuangan

a.

Makna Manajemen Keuangan

Manajemen  keuangan  merupakan  keseluruhan
kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan usaha
untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya
minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan
beserta usaha untuk menggunakan dana seefisien
mungkin.

Manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan utama

yaitu:

1) Perolehan dana yaitu aktivitas yang bertujuan untuk
memperoleh sumber dana baik dari intenal ataupun
eksternal

2) Penggunaan dana yaitu suatu kegiatan dalam
menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada
dalam berbagai bentuk aset

3) Pengelolaan aset yaitu kegiatan yang dilakukan
setelah dana diperoleh dan diinvestasikan atau
dialokasikan kedalam bentuk aset, dana harus
dikelola secara efektif dan efisien.

Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen dalam bahasa arab disebut idarah. Idarah
diambil dari kata adartasy-syai atau perkataan adarta
bihi juga dapat didasarkan pada kata ad-dauran. Secara
istilah, sebagian pengamat mengartikan sebagai alat
untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu
menurut mereka idarah (manajemen) adalah aktivitas
khusus  menyangkut  kepemimpinan, pengarahan,
pengembangan personal, perencanaan kepemimpinan.
Menurut Didin dan Hendri, manajemen dikatakan telah
memenuhi syariah apabila:

1) Mementingkan perilaku yang terkait dengan
nilai keimanan dan ketauhidan
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2) Mementingkan adanya struktur organisasi®!

Menurut Karabel dan Yusanto, syariah memandang
manajemen menjadi dua sisi yaitu

1) Manajemen Sebagai lImu
Manajemen dipandang sebagai ilmu yang lahir
berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan
dengan nilai, peradaban manapun. Sebagai ilmu
manajemen termasuk sesuatu yang bebas nilai
atau berhukum asal mubah. Konsikuensinya
siapapun boleh belajar.

2) Manajemen Sebagai Aktivitas
Sebagai aktivitas manajemen dipandang sebagai
sebuah amal yang akan dimintai
pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Sehingga harus terikat syara’.  Aktivitas
manajemen keuangan yang dilakukan harus
berada dalam koridor syariah, syariah harus
menjadi tolak ukur aktivitas manajemen. Dengan
tolak ukur syariah setiap muslim mampu
membedakan secara jelas dan tegas perihal halal
tidaknya suatu kegiatan manajemen yang
dilakukan.

c. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan bertujuan untuk
memaksimalkan  nilai  dari  perusahaan.  Fungsi
manajemen keuangan sebagai berikut:

1) Keputusan Investasi

*! Dadang Husen Sobana, Manajemen Keuangan Syariah,
(Bandung:Pustaka Setia, 2017), 16
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2)

3)

3. Usaha
Mikro

Investasi berarti penanaman modal pada aset real
atau surat berharga, dalam keputusan investasi
manajemen harus memutuskan bentuk dana yang
akan diinvestasikan.

Fungsi Pendanaan

Fungsi pendanaan mempelajari berbagai sumber
dana yang bisa diperoleh baik berupa penambahan
modal ataupun hutang. Fungsi ini memperhatikan
sumber dana dengan biaya seminimal mungkin dan
syarat yang bisa menguntungkan, Baik berasal dari
internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan.
Keputusan Deviden

Dalam fungsi ini keputusan biasanya menyangkut
hal-hal seperti besaran persentase laba yang akan
dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas, tingkat
stabilitas deviden yang akan dibagikan oleh
manajemen, penarikan saham yang beredar.*

Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sektor

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor
Mikro

Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau

anak cabang yang dimiliki, dikuasai dan menjadi

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU
tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut kriteria yang
digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang
tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih

atau

nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

%2 1pid, 31
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usaha atau hasil penjualan tahunan, dengan Kriteria
sebagai berikut : %

1. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset
paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan
tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) hingga maksimum Rp
2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta
rupiah)

3. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai
kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) hasil
penjualan tahunan diatas Rp 2,5.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan
paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiah).®

Sejumlah  lembaga  pemerintahan  Seperti
Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik
(BPS), menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran
untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro
adalah usaha unit usaha dengan jumlah pekerja tetap

#Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008, 2
% Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM, 6
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hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19
pekerja, dan usaha menengah 20 sampai 99 pekerja.

b. Klasifikasi Usaha Mikro

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling
besar. Berikut ini Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM):

1.

Livelhood activities, merupakan usaha mikro kecil dan
menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja
untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut
sektor informal contoh pedagang kaki lima.

Micro enterprise, merupakan usaha mikro kecil dan
menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum
memiliki sifat kewirausahaan.

Small dynamic enterprise, merupakan usaha mikro
kecil dan menengah yang telah memilki jiwa
kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan
subkontrak dan ekspor.

Fast moving enterprise, merupakan usaha mikro kecil
dan menengah yang memiliki jiwa kewirausahaan dan
akan melakukan tranformasi menjadi usaha besar.*

¢. Karakteristik Usaha Mikro usaha kecil

Secara umum sektor usaha memiliki karakteristik

sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan vyang relatif administrasi
pembukuan sederhana dan cenderung tidak
mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar.

®Ade

Resalawato, ‘“Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil

Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Ukm Indonesia”.
(Skripsi, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah, 2011), 31
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2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat
persaingan yang sangat tinggi.

3. Modal terbatas

4. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan
masih sangat terbatas

5. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit
mengharapkan untuk mampu menekan biaya
mencapai titik efisien jangka panjang.

6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta
diversifikasi pasar sangat sederhana.

Karakteristik yang dimiliki oleh wusaha mikro
menyiratkan adanya kelemahan yang bersifat potensial
terhadap timbulnya masalah, Hal ini meyebabkan
terjadinya masalah internal yang berkaitan dengan
pendanaan.®®

d. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro

UMKM memiliki potensi yang menjadi basis
pengembangan pada masa yang akan datang adalah

1. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam
penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan,
diperkirakan menyerap sampai 50% tenaga kerja yang
tersedia.

2. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan
menengah selama ini tebukti dapat mendukung tumbuh
kembangnya wirausaha baru.

3. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan
manajemen usaha sederhana dan fleksibel terhadap
perubahan pasar

4. Memanfaatkan dilaksanakan menunjukan hasil yang
menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk

*panji Anoraga, Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro,
(‘Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana, 2010), 32
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mengembangkan sektor lain yang terkait sumber daya
alam sekitar.
5. Memiliki potensi untuk berkembang.*’

Berbagai upaya pembinaan yang kelemahannya sering
menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari usaha
mikro terdiri dari 2 faktor yaitu:

1) Faktor internal, faktor internal merupakan masalah

klasik dalam UMKM seperti:

a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya
manusia

b. Kendala pemasaran produk sebagian besar
pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan
pada aspek produksi sedangkan fungsi fungsi
pemasaran mampu dalam mengakseskannya.
Khususnya dalam informasi pasar sehingga
sebagian besar hanya hanya berfungsi sebagai
tukang saja.

c. Kecenderungan konsumen yang belum
mempercayai mutu produk industri kecil.

2) Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul
dari pihak pengembang UMKM. Misalnya solusi yang
diberikan tidak tepat sasaran tidak adanya monitoring
dan program yang tumpang tindih.*

4. Literasi Keuangan
a. Pengertian Literasi Keuangan

%" Ariani. Mohamad Nur Utomo, “Kajian Strategi Pengembangan
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tarakan”, Jurnal
Organisasi Dan Manajemen, Vol, 13 No, 2 (September 2017), 104

®Nanik Risnawati, “Profil Umk, Permasalahan dan Upaya
Pemberdayaannya Di Kabupaten Sumedang”. Vol, 9 No, 1 (Mei 2018), 57
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Literasi keuangan adalah pengetahuan yang berkaitan
dengan kemampuan dan keterampilan individu dalam
mengelola keuangan pribadi atau usaha.*Menurut The
Association Of Chartered Certified Accountants bahwa
konsep literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai
konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi
mengenai konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan
pribadi/perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan
keuangan dalam keadaan tertentu.*> Menurut Mitchell literasi
keuangan adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk
memproses informasi ekonomi yang diperoleh dan membuat
keputusan untuk perencanaan Kkeuangan, pensiun, dan
hutang.** Literasi Keuangan mencerminkan sikap individu
untuk memahami konsep keuangan, Produk dan jasa layanan
perbankan. Menurut peraturan OJK No. 76 tahun 2016
literasi keuangan adalah pengetahuan, Keterampilan dan
keyakinan yang menentukan kualitas pengambilan keputusan
dan pengelolaan keuangan, Jenis industri jasa keuangan,
produk dan layanan jasa keuangan. OJK membagi tingkat
literasi keuangan menjadi empat bagian yaitu:**

1) Well Literate adalah suatu kondisi seseorang individu
memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga
jasa keuangan beserta produk, manfaat, fitur, risiko, serta
keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa
keuangan.

#Ismanto Hadi, Perbankan Dan Literasi Keuangan (Sleman: Cv

Budi Utama, 2012), 95.

40Dwitya Aribawa, ‘“Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja

Dan Keberlangsungan Umkm Di Jawa Tengah”, Jurnal Siasat Bisnis Vol, 20
No, 1 (Januari 2016), 3

“Titik Ulfiatun, “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Angkatan 2012-
20147, Jurnal Pelita Vol, 1X No, 2 Agustus 2016), 4

*20jk.Go.ld (Diakses Pada 30 September 2020)
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2)

3)

4)

Sufficient Literate adalah seseorang individu yang hanya
memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga
jasa keuangan beserta produk, manfaat, fitur, risiko dan
hak dan kewajiban produk dan jasa keuangan tetapi tidak
memiliki kemampuan menggunakannya.

Less Literate adalah individu yang hanya memiliki
pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan beserta
produk dan jasa keuangan.

Not Literate adalah individu yang tidak memiliki
pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa
keuangan beserta produk, fitur, manfaat, hak dan
kewajiban akan produk tersebut juga tidak memiliki
keterampilan dalam menggunakannya.®

Dimensi Literasi Keuangan

Literasi keuangan mencakup beberapa dimensi
keuangan yang harus dikuasai. Menurut Chen dan Volpe
meyebutkan beberapa dimensi literasi keuangan yang
meliputi pengetahuan umum keuangan, tabungan dan
pinjaman, asuransi serta investasi.**

1) Pengetahuan umum tentang keuangan

Pengetahuan umum tentang keuangan meliputi
pengetahuan keuangan pribadi yakni cara mengatur
pendapatan dan pengeluaran serta memahami konsep
dasar keuangan. Konsep dasar keuangan tersebut
mencakup perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga
majemuk, pengaruh inflasi, nilai waktu uang, likuiditas
suatu aset.

2) Tabungan dan pinjaman

Menurut Garman dan Forgue tabungan adalah
akumulasi dana berlebih yang diperoleh dengan sengaja

*0jk.Go.ld (Diakses Pada 30 September 2020)
“Amanita Novi Yushita, “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi

Pengelolaan Keuangan Pribadi”, Jurnal Nominal Vol, Vi No, 1 (2017), 18
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mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatan. Dalam
melakukan pemilihan tabungan ada enam faktor yang
perlu dipertimbangkan yaitu:*
a) Tingkat pengembalian tabungan (persentase
kenaikan tabungan)
b) Inflasi
¢) Pertimbangan pajak
d) Likuiditas (kemudahan dalam menarik dana
jangka pendek tanpa kerugian atau dibebani fee)
e) Keamanan (ada atau tidaknya pelindungan
terhadap kehilangan uang jika bank mengalami
kesulitan keuangan).
3) Asuransi
Menurut Mehr dan Cammack asuransi merupakan
suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan
cara pengumpulan unit-unit eksposur dalam jumlah yang
memadai agar kerugian individu dapat diperkirakan.
4) Investasi
Menurut Garman dan Forgue investasi adalah
menyimpan atau menempatkan uang sehingga dapat
menghasilkan uang yang lebih banyak, cara yang
biasanya digunakan dengan meletakkan uang dalam surat
berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana.*®

c. Indikator Literasi Keuangan

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk
mengetahui tingkat literasi keuangan seseorang. Menurut
Mandle dan Klein untuk mengetahui tingkat literasi
keuangan seseorang menggunakan 4 indikator yakni:
income, money management, spending and credit, saving
and investing. Widayanti mengembangkan 14 indikator
literasi keuangan yang disesuaikan dengan kondisi di
indonesia yaitu:

* Ibid
5 | bid
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1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)

Mencari pilihan dalam berkarier

Memahami faktor yang mempengaruhi pendapatan
bersih

Mengetahui sumber pendapatan

Mengetahui bagaimana mencapai kesejahteraan dan
tujuan keuangan

Memahami anggaran tabungan

Menganalisis risiko, pengembalian, likuiditas
Mengevaluasi alternatif invstasi

Menganalisis ~ pengaruh  pajak dan inflasi
terhadaphasil investasi

Menganalisis kerugisn dsn keuntungan berhutang

10) Mengetahui tujuan kredit dan hak-hak debitur
11) Menjelaskan cara-cara menghindari dan dan

memperbaiki masalah hutang

12) Mengetahui dasar hukum perlindungan konsumen

dalam hutang

13) Kemampuan membuat catatan keuangan
14) Memahami laporan keuangan seperti neraca, laba

rugi dan arus kas.*’

d. Manfaat Literasi Keuangan

1.

2.

Bagi industri jasa keuangan adalah meningkatkan
partisipasi masyarakat yang memanfaatkan produk
atau layanan jasa perbankan, Mendorong lembaga
keuangan untuk mengembangkan dan menciptakan
produk perbankan.

Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen
keuangan yang tidak jelas

Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan
risiko produk dan layanan jasa keuangan

*'Septi Maulani, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Literasi
Keuangan (Studi Mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi)
Universitas Negeri Semarang Aktif Semester Genap Tahun 2015/2016”.
(Skripsi, Semarang: Program Manajemen Universitas Negeri, 2016), 20
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4. Secara makroekonomi literasi keuangan
meningkatkan jumlah pengguna atau atau layanan
jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.*®

e. Tujuan Literasi Keuangan

Sesuai dengan rancangan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan pada tahun 2016, tujuan dari
ditingkatkannya literasi keuangan ini bagi masyarakat
adalah: a. Lebih meningkatkan kemampuan dalam
pengambilan keputusan atas keuangannya, b.
Mengubah sikap dan perilaku seseorang dalam
mengelola keuangannya agar menjadi lebih baik,
sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan
lembaga keuangan yang ada baik produk dan jasa
layanan keuangan lembaga tersebut yang sesuai
dengan kemampuan dan Kkebutuhan, c. Agar
pendapatan yang diperoleh seseorang tidak hanya
dihabiskan untuk hal yang bersifat konsumtif, tapi
digunakan untuk investasi yang lebih produktif.*®

f. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan pemahaman
seseorang mengenai keuangan secara Syariah,
pemahaman yang dimaksud termasuk dalam prinsip
dasar, akad transaksi, lembaga dan produk
keuangannya. Sistem ekonomi islam diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari sesuai dengan (Q.S. Al-Bagarah
[2]: 208) dan (Q.S. Al-Mujadilah [58]: 11) yang
berbunyi

*®Muhammad Irfai Sohilaw, “Moderasi Inklusi Keuangan Terhadap
Hubungan Literasi Keuangan Dan Keputusan Struktur Modal Ukm”. Jurnal
Bisnis Dan Manajemen, Vol, 6 No, 2 (September 2018), 94

*Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peningkatan
Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen
Dan Masyarakat (Jakarta:Ojk,2016), 15
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“Hai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam
secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan.
Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al-Bagarah [2]: 208)

Berdasarkan ayat diatas seorang muslim dianjurkan untuk
menerapkan islam secara keseluruhan, dengan menerapkan
sistem ekonomi syariah seseorang memiliki landasan yang
kokoh untuk menghindari hal-hal yang bertantangan dengan
islam seperti riba, gharar, tadlis. Perilaku keuangan adalah
gambaran seseorang dalam berperilaku ketika dihadapkan
pada keputusan keuangan yang harus dibuat. Setiap individu
dapat mengelola keuangan pribadinya dengan cara
membangun melek financial yang mengarah pada perilaku
keuangan yang sehat dan sesuai dengan syariah sekaligus
mematuhi apa yang tidak diperbolehkan dalam hukum islam.

:SJTC..WB;;;JUUMJ\J|MVQJJD| 5alz ol Cg
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“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila
dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan
meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah
Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Mujadilah [58]:
11)
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5. Risiko Bisnis
a. Pengertian Risiko Bisnis

Secara konsep terdapat banyak definisi risiko yang
dikemukakan oleh para ahli. Menurut Ricky W. Griffin
dan Ronald J. Elbert mengatakan bahwa risiko adalah
uncertainty about future events (ketidakpastian mengenai
kejadian dimasa depan). Risiko bisnis dapat diartikan
sebagai ketidakpastian pada perkiraan keuntungan atau
kerugian operasi perusahaan dimasa yang akan datang.
Risiko  bisnis  perusahaan  berpengaruh  terhadap
kelangsungan hidup perusahaan dan dimana perusahaan
mampu untuk membayar hutangnya. Sedangkan menurut
Vaughan menyatakan:

1. Risk is the chance of loss (risiko adalah kans kerugian).
chance of loss biasanya digunakan untuk menunjukkan
suatu keadaan dimana terdapat suatu keterbukaan
(exposure) terdapat kerugian atau suatu kemungkinan
kerugian.

2. Risk is possibility of loss (risiko adalah kemungkinan
kerugian). “possibility” adalah probabilitas suatu
peristiwa berada antara nol dan satu.

3. Risk is uncertainity (risiko adalah ketidakpastian). Hal
ini dapat diartikan bahwa risiko karena adanya
ketidakpastian.>

Risiko dapat diartikan sebagai peluang terjadinya hasil
yang tidak diinginkan, Risiko bisnis adalah risiko yang terkait
dengan posisi persaingan dari perusahaan dan prospek
perusahaan untuk tetap sejahtera meskipun terjadi perubahan
dalam pasar. Menurut Brigham dan Houston risiko adalah

*Jonnius, Rezi Abdurrahman. “Implementasi Manajemen Risiko
Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”, Jurnal limiah Keislaman.
No, 12 Vol, 2 (Juli-Desember 2013), 162
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peluang atau kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa yang
tidak menguntungkan, risiko bisnis adalah ketidakpastian
yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya. Menurut Pertiwi dan Artini risiko bisnis adalah
risiko perusahaan saat perusahaan tidak dapat menutupi biaya
operasional dan dipengaruhi oleh stabilitas pendapatan dan
biaya.”* Risiko bisnis bergantung pada sejumlah faktor seperti:

a. Variabilitas permintaan (unit yang terjual) semakin stabil
permintaan terhadap produk perusahaan tertentu maka
akan menurunkan risiko perusahaan tersebut.

b. Variabilitas harga jual perusahaan yang produknya dijual
ke dalam pasar yang relatif mudah berubah risiko
bisnisnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan
perusahaan yang harga outputnya stabil

c. Variabilitas biaya input: perusahaan dengan biaya input
yang tidak pasti akan memiliki risiko bisnis yang lebih
tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
biaya input yang pasti.

d. Kemampuan menyesuaikan harga output dengan
perubahan dalam biaya input. semakin mampu suatu
perusahaan dalam melakukan penyesuaian dalam harga
dan biaya maka perusahaan tersebut memiliki risiko
bisnis yang semakin rendah.>

b. Macam-Macam Risiko
1) Risk aversion

Risk aversion adalah Kketidakpuasan psikis akibat
ketidakmampuan, ketidakpastian yang digambarkan dengan

*'Mufidah, I Gusti Ketut Agung Ulupui, Rida Prihatni. “Pengaruh
Profitabilitas, Likuiditas, Dan Risiko Bisnis Pada Struktur Modal Perusahaan
Properti Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia”, Jurnal Manajemen
Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan. Vol, 12 No, 2 (Agustus 2018), 132

*Ditya  Yudi Primantara, Skripsi, Pengaruh  Likuiditas,
Profitabilitas, Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, Dan Pajak Terhadap
Struktur Modal, (Bali : T.P, 2016), 6
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adanya disperse hasil yang mungkin terjadi di pandang
sebagai ketidak-nyamanan. Risk averter adalah orang yang
enggan terhadap risiko, karena risiko adalah sesuatu yang
tidak baik, merugikan.

2) Risk Preference

Risk preference adalah seseorang yang menganggap
bahwa risiko merupakan kepuasan. Hal ini berkebalikan
dengan risk averter.

3) Risk Neutrality

Risk Neutrality adalah seseorang yang merasa sama saja
atau tidak merasa berbeda terhadap risiko, baik risiko
merugikan atau menguntungkan tanpa memperhatikannya.

c. Risiko Dalam Perspektif Islam

Setiap manusia tidak dapat terhindar dari risiko seperti
kehilangan harta benda, kebangkrutan dalam usaha,
kebakaran, dan lain sebagainya. Risiko dalam transaksi
keuangan terjadi akibat suatu transaksi mengandung
gharar, risiko tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola
dan dikendalikan. Dalam islam ikhtiar berkaitan pula
dengan tawakal, umat islam memiliki pandangan yang
berbeda tentang tawakal ini. Ada yang menganggap bahwa
tawakal berarti pasrah dilakukan setelah ikhtiar. Tawakal
dilakukan setelah adanya ikhtiar didasari oleh hadits
Rasulullah S.A.W. sebagai berikut:**

Abu Hafsh Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahya
bin Sa’id Al-Qaththan menceritakan kepada kami,
Mughirah bin Abu Qurrah As-Sadusi menceritakan kepada

*330eharno, Ekonomi Manajerial, Edisi 1, (Yogyakarta: C.V. Andi
Ofset, 2007), 29-30

> Jonnius, Rezi Abdurrahman. “Implementasi Manajemen Risiko
Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Keislaman,
No, 12 Vol, 2 (Juli-Desember 2013), 165
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kami, dia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata,
ada seorang pria ia berkata

“wahai rasulullah Sebaiknya aku ikatkan (unta ini)
kemudian aku bertawakkal, atau aku lepaskan saja lalu
aku bertawakkal?”. Beliau menjawab “ikatlah unta itu dan
bertawakkal”. (HR. Tirmizi).

Dalam hadits tersebut rasulullah S.A.W menyuruh
sahabatnya untuk mengikat untanya agar terhindar dari
risiko yang tidak diinginkan, kemudian barulah beliau
menyuruhnya bertawakkal kepada Allah SW.T hadits
tersebut adalah contoh sederhana yang di praktikkan oleh
rasulullah dalam melakukan manajemen risiko.

Berbagai sumber tentang ayat Al- Qu’ran telah diberikan
kepada manusia tentang pentingnya manajemen risiko
diantaranya ialah:

Dalam islam risiko atau kelalaian sesuai dengan (Q.S. Al-
Maidah [5]: 13)
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“(tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki
mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. mereka suka
merobah Perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka
(sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah
diperingatkan dengannya, dan kamu (Muhammad) Senantiasa akan
melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit diantara mereka
(yang tidak berkhianat), Maka maafkanlah mereka dan biarkan
mereka, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 13)



37

-

&G 2 el s B s 3T

£l

&@L’,«éjdﬁu G u;w_csuuuwu

B

=z
}Jr‘.a}

B

d “Qf\l}

“sesungguhnya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia
menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim.
Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa
yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang
dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah
maha mengetahui lagi maha mengenal”. (Q.S. Lugman [31]: 34)

Arti dari ayat tersebut dijelaskan bahwa “tidak seorangpun
yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan
dikerjakannya besok”. Sama halnya dengan definisi risiko
yaitu risiko adalah sebuah ketidakpastian (uncertainity).
Karena itu manusia memerlukan perencanaan untuk
menghadapi hari esok.”®

Kondisi di masa yang akan datang tidak dapat diprediksi
secara pasti seperti yang ada dalam Al-Qur’an
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Katakanlah:  "Aku tidak berkuasa  menarik
kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak
kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan
Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku
membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan
ditimpa kemudharatan. aku tidak lain hanyalah pemberi

|hid, 166
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peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang
yang beriman™). (Q.S. Al-A’raf [7]: 188)

6. Perlindungan Konsumen
a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika),
atau consument/konsument (Belanda). Pengertian tersebut
secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang
membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu’
atau ‘sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu
persediaan atau sejumlah barang”.*®

Berdasarkan UU perlindungan konsumen Nomor 8 tahun
1999 pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen. Adanya undang-undang perlindungan konsumen
beserta perangkat hukum lainnya, Konsumen memiliki hak
dan posisi yang sama sehingga mereka bisa menggugat dan
menuntut jika haknya dirugikan oleh para pelaku usaha.’’
Menurut sidang umum PBB ke 106 pada tanggal 9 April
1985, Dikeluarkan resolusi PBB tentang perlindungan
konsumen No. 39/248. Dalam resolusi tersebut ditegaskan
bahwa kepentingan konsumen yaitu:*®

1. Perlindungan  konsumen dari bahaya dan
keamanannya

2. Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga
memungkinkan dilakukannya pilihan  sesuai
kehendak.

*®Firman, Tumantara E, Hukum Perlindungan Konsumen; Filosofi
Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara
Kesejahteraan, (Malang: Setara Press 2016), 68

*’Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen lJika Dirugikan (Jakarta:
Visimedia, 2008), 5

*®Denico Doly, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di
Indonesia Terkait Dengan Klausa Baku”. Jurnal Negara Hukum, Vol, 3 No,
1 (1 Juni 2012), 42
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Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 3
Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa
tujuan perlindungan konsumen adalah®

1.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian
konsumen untuk melindungi diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian
barang atau jasa.

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam
memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai
konsumen.

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung  unsur  kepastian  hukum  dan
keterbukaan  informasi  serta akses  untuk
mendapatkan informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya perlindungan konsumen, sehingga
tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab
dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan
jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan,
keselamatan konsumen.

¥Nbid, 4
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c. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Dasar hukum perlindungan konsumen yang berlaku di
Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen. Selain UU perlindungan konsumen
tersebut ada sejumlah perangkat hukum lain yang dapat
dijadikan sumber atau dasar hukum seperti:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57
tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 tentang badan
perlindungan konsumen nasional.

2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
tahun 2001 tanggal 21 juli 2001 tentang pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan
konsumen.®

d. Hak Konsumen

Hak konsumen sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4
UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
adalah sebagai berikut:®*

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang atau jasa

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta
mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang atau jasa yang digunakan.

% Luthfi Febryka Nola, “Advokasi Hukum Oleh Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)”. Negara Hukum,
Vol, 5 No, 2 (November 2014), 190

®'Barkatullah,  Abdul Halim, Hak-Hak  Konsumen,
(Bandung:Nusamedia 2010), 54
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5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut

6. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan
konsumen.

7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian apabila barang atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.®

e. Kewajiban Konsumen

Kewajiban konsumen menurut pasal 5 undang-undang
no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang
dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan/jasa

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.®

f. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Perspektif
Islam
Perlindungan konsumen dalam ekonomi islam
adalah cara bagaimana ekonomi islam memenuhi

62 |bid, 54
®3Barkatullah, Abdul Halim, Hak-Hak Konsumen,
(Bandung:Nusamedia 2010) , 54
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kebutuhan konsumen (komunitas muslim). Pengertian
perlindungan konsumen dalam ekonomi islam dapat
diartikan sebagai sebuah gerakan yang terorganisir
untuk melindungi kepentingan ekonomi semua
kalangan konsumen (muslim dan non-muslim) yang
di praktikan ke berbagai lembaga pemerintah dan
non-pemerintah yang bertujuan menjamin hak-hak
konsumen sehubungan dengan barang dan jasa yang
benar dan bermanfaat mencakup informasi yang
diinginkan dan sesuai dengan legimitasi, tidak hanya
perlindungan konsumen dalam pemasaran barang dan
jasa namun juga meluas ke tahap perlindungan
konsumen dalam kegiatan produksi.®*

2. Pembentukan Perlindungan Konsumen Dalam
Perspektif Islam
Perlindungan konsumen dalam ekonomi islam
sudah sering disebut semenjak periode antara 1 H
sampai 40 H yang merupakan periode berdirinya
negara islam dan juga pembentukan basis legislative
didalamnya diwujudkan prinsip-prinsip islam dalam
semua urusan kehidupan dan tingkat budaya
masyarakat dari waktu ke waktu.

Pembentukan perlindungan konsumen didasarkan
pada penjelasan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah
sebagai berikut:

a. Perlindungan Konsumen Berasaskan Penjelasan
Al-Qur’an

Allah telah menjelaskan dalam kitab suci-
Nya berbagai ketentuan yang ditujukan kepada
hamba Nya dalam mengonsumsi suatu jenis
barang, misalnya untuk mencegah terjadinya riba

%Mitta Muthia Wangsi, Rais Dera Pua Rawi, “Perlindungan
Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”. Vol, 7 No, 1
(Januari 2018), 3
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“dan karena mereka menjalankan riba, padahal
sungguh mereka telah dilarang darinya...” (Q.S
An-Nisa, ayat 161). Riba dalam hal ini
(perlindungan konsumen) adalah penambahan
yaitu menambahkan apa-apa yang sebenarnya
tidak ada pada barang tersebut untuk menarik
konsumen agar mengkonsumsinya.®

Dalam Al- Qur’an perlindungan konsumen sesuai
dengan (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

b. Perlindungan Konsumen Berasaskan Hadist

“dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari
kakeknya bahwa rasulullah bersabda, “pembeli
dan penjual (mempunyai) hak khiyar atau
memilih selama mereka belum berpisah (pembeli
belum meninggalkan tempat jual beli)...”(H.R.
Khomsah). Khiyar atau memilih merupakan hak
yang sudah ada pada konsumen sejak zaman
Rasulullah dan menjadi rukun jual-beli dalam
ekonomi islam. Oleh karena itu hak ini harus
digunakan sebaik-baiknya oleh konsumen
dalam  memilih  barang yang akan
dikonsumsinya.®

®Mitta Muthia Wangsi, Rais Dera Pua Rawi, “Perlindungan
Konsumen Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”, Vol 7 No, 1

(Januari 2018), 3
®bid
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7. Fintech

a.

Pengertian Fintech Secara Konvensional

Fintech adalah penggabungan antara teknologi dan
fitur keuangan atau dapat diartikan sebagai inovasi dari
sektor finansial dengan adanya sentuhan teknologi.
Fintech diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai
Financial Technology (Teknologi Finansial), fintech diatur
pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI1/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi
Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna
teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan
produk layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta
dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem
keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan
keandalan sistem pembayaran. Menurut Word Bank dalam
(Nizar, 2017) (FinTech) adalah industri yang terdiri dari
perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi
dalam sistem keuangan dan penyampaian layanankeuangan
menjadi lebih efisien.®’

Dasar Hukum Fintech

Dasar hukum yang melandasi adanya fintech terdapat
pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan
Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI1/2016
tentang proses transaksi pembayaran menyatakan

Miswan Ansori. “Perkembangan dan Dampak Financial
Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”.
Jurnal Studi Keislaman, Vol, 5 No, 1 (April 2019), 35
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bahwa perkembangan teknologi dan sistem
keuangan khususnya yang berkaitan dengan
Financial Teknology (FinTech) dalam rangka
memenuhi  kebutuhan  masyarakat, termasuk
dibidang jasa system pembayaran, baik dari sisi
instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun
infrastruktur penyelengaraan pemprosesan transaksi
pembayaran.®®

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa Layanan
pinjam meminjam uang berbasis teknologi
informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan
yang mempertemukan antara pemberi pinjaman
dengan penerima dalam rangka melakukan
perjanjian  pinjam-meminjam secara langsung
melalui sistem elektronik dengan menggunakan
jaringan internet.®

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI1/2017 tentang Penyelenggaraan
Financial Teknology yang menyatakan Financial
Teknology adalah penggunaan teknologi dalam
sistem keuangan yang menghasilkan produk,
layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta
dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas
sistem keuangan, dan/atau efisiensi,
kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem
pembayaran.”

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

®peraturan  Bank Indonesia No.  18/40/Pbi/2016 Tentang
Penyelenggaraan Pemprosesan Transaksi Pembayaran

% Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/Pojk.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

" PBI No. 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknology
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Informasi yang menyatakan Layanan Pembiayaan
Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip
Syariah adalah: penyelenggaraan layanan jasa
keuangan  berdasarkan  prinsip syariah yang
mempertemukan atau menghubungkan Pemberi
Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam
rangka melakukan akad pembiayaan melalui
sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet.”

c. Jenis-Jenis Fintech

Secara umum fintech yang telah berkembang di indonesia
terdiri dari beberapa jenis yaitu: "

1. Management Aset adalah Platfrom expense
management system membantu berjalannya usaha
lebih praktis dan efisien, semua rekapan pergantian
biaya yang semula dilakukan secara manual cukup
dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan
pergantian biaya tersebut.

2. E-money atau uang elektronik adalah uang yang
dikemas kedalam dunia digital, sehingga dapat
dikatakan dompet elektronik. Uang ini biasanya
digunakan untuk berbelanja dan membayar tagihan
melalui sebuah aplikasi.

3. Peer to peer lending adalah layanan keuangan untuk
mempertemukan antar pihak yang membutuhkan
pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan
pinjaman.

"Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui Nomor 117/Dsn-Mui/li/2018
Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan
Prinsip Syariah

Dodo Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech
Syariah Dengan Pendekatan Magasid Syariah”, Jurnal Pemikiran Hukum
Dan Hukum Islam. Vol, 9 No, 2 (Juli-Desember 2018), 249
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4. Payment gateway adalah sistem yang digunakan
masyarakat memilih metode pembayaran berbasis
digital (digital payment gateway) yang dikelola oleh
sejumlah statup.

5. Remittance adalah jenis startup yang khusus
menyediakan layanan pengiriman uang antar negara.
Remittance banyak didirikan dalam rangka membantu
masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses
perbankan. Adanya startup ini membantu tenaga kerja
indonesia karena proses pengiriman mudah dan biaya
lebih murah.

6. Securities adalah Saham forex, reksadana, dan lain
sebagainya merupakan investasi yang tidak asing,
securities dapat dikatakan sebagai jenis startup yang
menyediakan platfrom untuk berinvestasi saham
secara online.

7. Crowdfunding Adalah kegiatan pengumpulan dana
melalui website atau teknologi digital untuk tujuan
investasi maupun sosial. Seperti korban bencana alam.
Salah satu contoh star-up Crowdfunding adalah
kitabisa.com.”

d. Manfaat Perkembangan Fintech

1) Bagi peminjam, mendorong inklusi keuangan,
memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang
belum layak kredit.

2) Bagi investor, alternatif dengan return yang lebih
tinggi dengan risiko yang tersebar di banyak
investor.

3) Bagi perbankan, fintech dapat mengurangi biaya
dan menambah alternatif investasi bagi perbankan.

3 Ibid, 249
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e. Keunggulan Dan Kelemahan Fintech

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari
fintech adalah

1) Melayani masyarakat indonesia yang belum dapat
dilaMelayani masyarakat indinesia yang belum
dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional
dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan
adanya ketebatasan.

2) Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri
keuangan tradisional dimana masyarakat
memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih
demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan fintech diantaranya adalah

1) Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki
lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan
dalam menjalankan usahanya dengan modal besar,
jika dibandingkan dengan bank.

2) Ada sebagian perusahaan fintech belum memiliki
kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam
menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan
integritas produknya.”™

f. Fintech Secara Syariah

Menurut (Yarli, 2018) Fintech syariah merupakan
kombinasi dari inovasi teknologi informasi teknologi
dengan produk dan layanan yang ada pada bidang
keuangan dan teknologi yang mempercepat dan
memudahkan proses bisnis dan transaksi, investasi, dan
penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai  syariah.
Pelaksanaan fintech syariah di Indonesia mulai mendapat

“Miswan Ansori, “Perkembangan Dan Dampak Financial
Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah”.
Jurnal Studi Keislaman. Vol, 5 No, 1 (April 2019), 37
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perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya fintech
syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/11/2018
tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi
berdasarkan prinsip syariah.

8. Peerto Peer Lending

a. Pengertian Peer to Peer Lending

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peer to peer lending
adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi adalah layanan jasa keuangan untuk
mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima
pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam
meminjam secara langsung melalui sistem elektronik
menggunakan jaringan internet. Pada dasarnya peer to
peer lending adalah situs atau aplikasi yang memfasilitasi
orang Yyang membutuhkan dana dan orang yang
memberikan pinjaman dana.”

™ Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman

Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer
Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia”, Vol, 5 No, 1,

240
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b. Skema Peer To Peer Lending

Kebutuhan Pinjaman Informasi Peminjam
Pengembalian Pokok & Bunga Pokok Investasi & Bunga

| [ 1
@ 020,
P dfin
Peminjam P2P \Website Investor

l |

Administrasi, Uang Kriteria Peminjam, Investasi
Pinjaman

LMfgganalisis Data |

Menilai risiko

Menyusun aturan sesuai dengan regulasi pemerintah
Operasional dan administrasi

Teknologi dan edukasi

Menyeimbangkan antara permintaan pinjaman dan suplai dana
dari investors.

DR )

Didesain ulang oleh Finansialku.com. icon - Flaticoncom
Referens: hitp.//goo.gl/LLGIBD

Gambar 2.1

Sistem Peer To Peer Lending Paling Sederhana

Pertama, investor berkewajiban untuk memilih pinjaman dan
memilih modal pinjaman. Kedua, peminjam berkewajiban untuk
mendaftarkan kebutuhan pinjaman dan menyediakan data yang
dibutuhkan oleh website peer to peer lending. Ketiga, pengelola
peer to peer lending menyediakan website atau portal yang
memfasilitasi antara orang yang ingin meminjam dan investor,
selain itu website peer to peer melakukan analisis risiko,
menyusun aturan, menjalankan fungsi operasional.”

Tujuan adanya fintech peer to peer lending sejalan dengan
tujuan transaksinya yang ingin menjaga dan memelihara kebaikan
bersama, serta meminimalisir keburukan baik di dunia maupun
akhirat. Kriteria yang harus dimiliki oleh fintech peer to peer
lending syariah agar sesuai dengan syariat islam yaitu pada
transaksinya tidak mengandung unsur riba, tidak dilakukan

®1bid h. 242
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dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat pada
penggunanya, dan harus ada kejelasan antara pembeli dan

penjua

|77

Prosedur yang digunakan dalam pembiayaan atau pinjam

meminjam yang sesuai yang sesuai dengan akad syariah
diantaranya yaitu:

1.

2.
3.

Pada website yang tersedia peminjam melakukan pengajuan
peminjaman

Berkas identitas peminjam dikirim melalui website

Mengirim dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan
kebutuhan pembiayaan

Tujuan dikirimkannya dokumen tersebut untuk mendukung
tujuan para penyelenggara layanan dalam membantu
pendanaan para pengusaha bisnis UMKM.

Dilakukan analisa terkait kelayakan pemberian pinjaman oleh
penyelenggara layanan kepada para peminjam dari segi
jangka waktu dan kemampuan yang dimiliki peminjam dalam
pengembalian

Setelah mengeluarkan analisa dan masuk kategori layak
diberikan pinjaman, penyelenggara memberi informasi kepada
pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan
pinjaman yang layak diberikan pinjaman serta siap melakukan
akad.

Akad pembiayaan antara penerima pinjaman dan pemberi
pinjaman menggunakan skema al-gardh. Pemberi pinjaman
memberikan pinjaman atas tagihan yang diberikan, dilanjut
dengan wakalah bil ujrah, pemberi pinjaman mewakilkan pada
penyelenggara untuk membantu melakukan pengurusan atas
tagihan yang diberikan peminjam. Akad al-gard dan wakalah
bil ujrah dilakukan secara online melalui website
penyelenggara layanan.

Penerima pinjaman memberikan jaminan berupa tagihan serta
giro sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman.

" Lilik Rahmawati, Dina Dwi Rahayu, “Fintech Syariah: Manfaat

Dan Problematika Penerapan Pada UMKM?”. Jurnal Masharif Al-Syariah:
Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. Vol, 5 No, 1 (2020), 83
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9. Pinjaman dicairkan melalui rekening virtual penerima
pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerjasama
dengan penyelenggara layanan.™

B. Kerangka Pemikiran

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, Namun
dalam menjalankan perannya, UMKM mendapati permasalahan yaitu
permodalan yang kurang. Seiring perkembangan teknologi muncul
inovasi dalam bidang jasa keuangan yang berpotensi menjadi solusi
dalam permasalahan modal UMKM vyaitu fintech berbasis peer to peer
lending. Penelitian ini untuk mengetahui apakah literasi keuangan,
risiko bisnis dan perlindungan konsumen berpengaruh secara simultan
dan parsial ternadap keputusan pembiayaan melalui fintech peer to
peer lending pada pelaku UMKM.

Literasi
Keuangan(Xy,

Keputusan Pembiayaan
fintech peer to peer
lending(Y)

Risiko Bisnis (X5)

Perlindungan
Konsumen (X3)

e I Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran
—: Pengaruh parsial

P : Pengaruh simultan

8 1bid, 84
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Dalam bagan diatas literasi keuangan sebagai variabel bebas (Xy),
risiko bisnis sebagai variabel bebas (X,) dan perlindungan konsumen
(X3) akan diteliti bagaimana pengaruh literasi keuangan, risiko bisnis
dan perlindungan konsumen dengan keputusan pembiayaan fintech
peer to peer lending pada pelak UMKM sebagai variabel terikat yang
akan diteliti secara parsial dan simultan.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara mengenai hubungan
antara dua variabel atau lebih, Jawaban ini masih dikatakan
sementara karena jawabannya baru diperoleh dari dasar-dasar
teoritis.” Maksud dari pengembangan hipotesis ini adalah
pengaruh literasi keuangan, risiko bisnis dan perlindungan
konsumen terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech peer
to peer lending pada pelaku UMKM. Hipotesis yang diajukan
dari penelitian ini adalah

H;: Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan
Pembiayaan Melalui Fintech Peer To Peer Lending Pada Pelaku
UMKM Sektor Mikro

Literasi keuangan adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan
masyarakat mengenai lembaga keuangan. Dari definisi tersebut literasi
keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami tentang
pelayanan dalam jasa keuangan. Dengan mengetahui literasi keuangan
secara tepat maka akan diketahui produk tersebut menguntungkan atau
merugikan. Sehingga mempengaruhi akses dan keputusan pembiayaan
UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Yudha Winter Pratama,
Candra Wijayangka tahun 2019%° dan Oktavianti, Hakim, M.S.,
Kunaifi, A. Tahun 2017 menyatakan bahwa literasi keuangan
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap akses pembiayaan

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan( Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, Dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2015), 96

®yudha Winter Pratama, Chandra Wijayangka, “Pengaruh Literasi
Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada Umkm”. Jurnal Managemen
Dan Bisnis, Vol. 3 No, 2 (Agustus 2019), 382
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UMKM.*oleh karena itu pada penelitian ini peneliti berharap ada
pengaru positif literasi keuangan terhadap keputusan pembiayaan
melalui fintech peer to peer lending pada pelaku UMKM.

Berdasarkan landasan tersebut hipotesis dalam penelitian ini adalah
Hol: Tidak terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan
pembiayaan melalui fintech peer to peer lending pada pelaku
UMKM.

H.1 : Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan
pembiayaan melalui fintech peer to peer lending pada pelaku
UMKM.

H, Pengaruh Risiko Bisnis Terhadap Keputusan Pembiayaan
Melalui Fintech Peer To Peer Lending Pada Pelaku UMKM
Sektor Mikro

Risiko bisnis adalah peluang adanya kejadian yang tidak
diinginkan, tingkat risiko yang diakibatkan adanya kegiatan
operasional perusahaan. Risiko bisnis dapat berubah sewaktu-waktu
risiko bisnis berhubungan dengan jenis usaha dan kondisi ekonomi.
Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Puspita, |1 Ketut Sujana tahun
2019 menyatakan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif terhadap
nilai perusahaan dan menyebabkan sulit pendapatkan pembiayaan
karena kekhawatiran perusahaan tidak mampu mengembalikan
modal.®? Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini
adalah

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap keputusan

pembiayaan melalui fintech pendekatan peer to peer lending pada

pelaku UMKM.

H,2 . Terdapat pengaruh risiko bisnis terhadap keputusan

pembiayaan melalui fintech pendekatan peer to peer lending pada

pelaku UMKM.

810ktavianti, Hakim, M.S., Kunaifi, A.”Pengaruh Literasi Keuangan
Dan Persyaratan Kredit Terhadap Akses Kredit Formal Pada Umkm Di
Surabaya”, Jurnal Sains Dan Seni Its, Vol, 6 No, 1 (2017), 4

®Ida Ayu Puspita, I Ketut Sujana, “Pengaruh Likuiditas,
Pertumbuhan Penjualan, Risiko Bisnis Terhadap Nilai Perusahaan”, E-Jurnal
Akutansi Universitas Udayana, Vol, 26 No, 1 (Januari 2019), 89
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Hs; Pengaruh Perlindungan Konsumen Terhadap Keputusan
Pembiayaan Melalui Fintech Peer To Peer Lending Pada Pelaku
UMKM Sektor Mikro

Perlindungan konsumen di Indonesia dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan bagi konsumen dalam rangka menghindari
praktik kecurangan yang dilakukan pelaku usaha. Salah satu bentuk
perlindungan konsumen di indonesia dengan adanya UUPK. Banyak
pelaku usaha termasuk perusahaan fintech melakukan kecurangan,
masyarakat sebagai konsumen atau nasabah belum menyadari hak dan
kewajibannya sebagai konsumen.®*berdasarkan penjelasan diatas,
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh perlindungan konsumen yang

terhadap keputusan pembiayaan melalui fintech pendekatan peer to

peer lending pada pelaku UMKM.

H.3 : Terdapat pengaruh perlindungan konsumen terhadap

keputusan pembiayaan melalui fintech pendekatan peer to peer

lending pada pelaku UMKM.

H, Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Bisnis Perlindungan
Konsumen Terhadap Keputusan Pembiayaan Melalui Fintech
Peer To Peer Lending Pada Pelaku UMKM Sektor Mikro
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Windy Rosdiana Kusuma
Dewi yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Risiko,
Dan Toleransi Risiko Terhadap Pengambilan Keputusan Investasi
Masyarakat Surabaya. Hasil dari penelitian yang dilakukan Windy
Rosdiana Kusuma Dewi bahwa Literasi Keuangan, Persepsi Risiko,
Dan Toleransi berpengaruh secara simultan Risiko terhadap
pengambilan keputusan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
Ho4 : literasi keuangan, risiko bisnis, dan perlindungan konsumen
tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan
pembiayaan melalui fintech peer to peer lending pada pelaku
UMKM
H.4 : literasi keuangan, risiko bisnis, dan perlindungan konsumen
berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan pembiayaan
melalui fintech peer to peer lending pada pelaku UMKM

®Denico Doly, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di
Indonesia Terkait Dengan Klausa Baku”. Jurnal Negara Hukum, Vol, 3 No,
1 (Juni 2012), 42



56



87

Daftar Rujukan

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa , Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Hadi, Ismanto, Perbankan dan Literasi Keuangan, Sleman: CV Budi
Utama, 2012.

Muhammad Syafi’i Antonio, bank syariah dari teori ke praktik,
Jakarta: Gema Insani, 2001.

Rumondang A. Acai, et. Al. Fintech: Inovasi Sistem Keuangan Era
Digital Jakarta: Yayasan Kita Menulis

Susanto, Happy, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan Jakarta:
Visimedia, 2008.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan ( pendekatan kuantitatif,
kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2015.
Sutrisno Hadi, metodologi research, Jilid 1, (yogyakarta: Andi,2002)

Ahmad Ridha Jafar, Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)
Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer
Lending Fintech. Vol 7 No. 2 November 2019

Atigi Chollisni, Kiki Damayanti, Analisis Magashid Al-Syariah
Dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islami Pada
Perumahan Villa Ilhami Tangerang. Jurnal Islainomic. Vol 7
No. 1 April 2016

Badar Murifal, Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai
Alternatif Sumber Pendanaan UMKM. Vol. XVI No. 2,
september 2018

Denico doly, Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia
Terkait Dengan Klausa Baku. Jurnal Negara Hukum, Vol. 3
No. 1, 1 juni 2012

Dita Tania Pratiwi. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen
(Penerima Pinjaman) Fintech Yang Berbasis Peer To Peer
Lending Di Indonesia. Jurnal Hukum Adigama. Vol 3 No. 1 Juli
2020



88

Dodo Yarli. Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah
Dengan Pendekatan Magasid Syariah. Jurnal Pemikiran Hukum
Dan Hukum Islam. Vol.9 No. 2 Juli-Desember 2018

Farah, Aditya, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal
Pada Industry Manufaktur Di Bursa Efek. jurnal bisnis dan
akuntansi vol. 12, No 2

Heryucha Romanna Tampubolon, Seluk-Beluk Peer To Peer Lending
Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. Jurnal Bina
Mulia Hukum, Vol. 3 No. 2 2 maret 2019

Kadek Ayuk Riska Oktavenia, | Gusti Agung Ketut Sri Ardani.
Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian
Handphone Nokia Dengan Citra Merek Sebagai Pemediasi.
Jurnal Manajemen Unud. Vol 8 No.2 2019

Kornelius Benuf, Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data
Konsumen Financial Technologydi Indonesia. Jurnal Iimu
Hukum, Vol. 3 No. 2, 2 april

Luthfi Febryka Nola, Advokasi Hukum Oleh Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Negara Hukum.
Vol 5 No. 2 November 2014

Mitta Muthia Wangsi, Rais Dera Pua Rawi, “Perlindungan Konsumen
Dalam Pelabelan Produk Menurut Ekonomi Islam”. Vol 7 No.
1, Januari 2018

Miswan Ansori. Perkembangan Dan Dampak Financial Technology
(Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah Di Jawa Tengah.
Jurnal Studi Keislaman. Vol 5 No 1 April 2019

Muhamad Rizal, Erna Maulina dan Nenden Kostini, Fintech Sebagai
Salah Satu Solusi Pembiayaan Bagi Umkm. Jurnal Pemikiran
dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol 3
No. 2, agustus 2018

Moh, Toruquddin , Teori Magasid Syariah Perspektif Al- Syatibi.
Jurnal Syariah Dan Hukum. Vol 6 No 1, Juni 2014

Raka Fauzan Hatamia. Elisatris, Penegakan Hukum Terhadap
Perusahaan Financial Technology P2p Lending. Acta Diurnal,
Vol. 2 No. 2, 2 juni 2019



89

Raka Fauzan Hatamia, Elisatris Gustomb, Anita Afriana, Penegakan
Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2p
Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang
Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan
Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal limu hukum
kenotarisan Unpad. Vol 19 No. 1, maret 2018

Widi Nugraningsih, Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online.
Jurnal Serambi Hukum. Vol. 11 No. 01 Juli 2017

Yudha Winter Pratama, Candra Wijayangka, Pengaruh Literasi
Keuangan Terhadap Akses Pembiayaan Pada Umkm. .Jurnal
Manajemen dan Bisnis. VVol. 3 No. 2 Agustus 2019

Ditya Yudi Primantara, Skripsi: “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas,
Risiko Bisnis, Ukuran Perusahaan, Dan Pajak Terhadap
Struktur Modal”. Bali: TP, 2016

Embun Fathia Murdwiyanto, Skripsi: “Faktor — Faktor Yang
Memengaruhi Keputusan Umkm Dalam Mengambil Pinjaman
Melalui Peer-To-Peer (P2p) Lending ”.Bogor: IPB, 2018

Muhammad Irzan Fikri Dalimunthe, skripsi: “implementasi Fintech
Terhadap UMKM di Kota Medan Dengan Analisis SWOT”.
Sumatera utara, 2019

Haris Prabowo, “Cerita Orang Pinjam Uang yang Diteror Perusahaan
Fintech” (on-line), tersedia di: https://tirto.id/cerita-orang-
pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU (12 februari
2020)

Kabar Otoritas, Fintech picu daya saing, (jakarta : Otoritas Jasa
Keuangan, 2017)

Siregar, A. Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Kedepan.
Infobanknews. Diakses 12 Mei 2019 pukul 13.03. tersedia di
http://infobanknews.com.

“Bisnis”(on-line) tersedia di: https://kbbi.web.id/bisnis, diakses pada
10 februari 2020


https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU%20(12
https://tirto.id/cerita-orang-pinjam-uang-yang-diteror-perusahaan-fintech-c9cU%20(12
https://kbbi.web.id/bisnis

90

“Keputusan”(on-line) tersedia di
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan. Diakses
pada 3 maret 2020

“perlindungan konsumen” (on-line), tersedia di

https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen  diakses
pada 10 februari 2020


https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen

